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Abstrak
Peraturan Bank Indonesia yang mengatur seluruh aspek terkait dengan dana float pada dasarnya dilakukan dalam
kerangka melaksanakan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dana float harus dijamin
keamanannya baik dari sisi risiko likuiditas, risiko kredit, risiko hukum, maupun risiko operasional. Pengaturan yang
ketat dan komprehensif mengenai dana float dilandasi pertimbangan bahwa agar penerbit uang elektronik
senantiasa melakukan pengelolaan dana float secara aman dan govern sehingga dapat meminimalisir risiko likuiditas
mengingat pada dasarnya penerbit uang elektronik ter-ekspose oleh risiko likuiditas dan risiko insolvency. Namun
saat ini, tidak terdapat pengaturan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik dalam hal penerbit
uang elektronik insolven. Oleh karena itu, jika penerbit uang elektronik dipailitkan dan dana float tersebut masuk
ke dalam boedel pailit maka kewajiban penerbit uang elektronik akan bercampur dengan dana float, sehingga tidak
terdapat kepastian bagi pemegang uang elektronik atas kepemilikan dana yang disimpan. Sebagian besar penerbit
uang elektronik adalah lembaga selain bank berbentuk perseroan terbatas yang secara legal entity merupakan subjek
yang terikat oleh berlakunya rezim kepailitan sebagaimana dimaksud UU Kepailitan dan PKPU maka menjadi
relevan untuk mengkaji status dana float dalam proses kepailitan yang terjadi pada penerbit uang elektronik
dimaksud. Namun demikian, kajian serupa juga diperlukan untuk mengetahui relevansi status dana float
dihubungkan dengan rezim likuidasi yang berlaku bagi perbankan. Selain itu, dengan meningkatnya penggunaan
uang elektronik di tengah masyarakat sebagai alat pembayaran perlu adanya kejelasan hukum dalam mengantisipasi
permasalahan status dana float dalam hal terjadi risiko insolvency. Hal ini terutama perlu dilakukan sebagai bentuk
perlindungan otoritas kepada masyarakat yang menggunakan uang elektronik sebagai alat pembayaran. Pada sisi
yang lain, hal ini juga menunjukkan sejauhmana efektivitas berlakunya pengaturan dana float sebagaimana diatur
dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik, dalam environment proses likuidasi dan kepailitan yang
terjadi sebagaimana diatur dalam UU LPS dan UU Kepailitan dan PKPU.
Kata kunci: Uang Elektronik, Dana Float, Peraturan Bank Indonesia, Insolvency, Penerbit Uang Elektronik.

Abstract

Bank Indonesia regulations governing all aspects related to float funds are basically carried out in the framework of carrying out the
task of regulating and maintaining a smooth payment system. Float funds must be guaranteed security in terms of liquidity risk, credit
risk, legal risk, and operational risk. A strict and comprehensive arrangement regarding float funds is based on the consideration that
electronic money issuers should always manage float funds safely and govern so that can minimize liquidity risk considering that basically
electronic money issuers are exposed to liquidity risk and insolvency risk. However, at present, there is no regulation in Bank Indonesia
Regulation concerning Electronic Money in case of insolventment of electronic money issuers. Therefore, if the issuer of electronic money
is bankrupt and the float funds are entered into a boedel bankrupt, the obligation of the issuer of electronic money will be mixed with
the float funds, so there is no certainty for the holders of electronic money over the ownership of the funds deposited. Most Electronic
Money Issuers are institutions other than banks in the form of Limited Liability Companies that are legally subjected to the subject of
the bankruptcy regime as referred to in the Bankruptcy and PKPU Law, then it becomes relevant to study the status of the Floating
Fund in the bankruptcy process that occurs in the Electronic Money Issuers concerned. However, a similar study is also needed to
determine the relevance of the status of the Floating Fund in relation to the liquidation regime that applies to the banking industry. In
addition, with the increasing use of Electronic Money in the community as a payment instrument, it is necessary to have legal clarity in
anticipating the problem of the Floating Fund status in the event of insolvency risk. This especially needs to be done as a form of
authority protection to the public who use Electronic Money as a payment instrument. On the other hand, this also shows the effectiveness
of the regulation of the Floating Fund as stipulated in the Electronic Money PBI, in the liquidation and bankruptcy processes that
occur as stipulated in the LPS Law and the Bankruptcy and PKPU Law.
Keywords: Electronic Money, Float Funds, Bank Indonesia Regulations, Insolvency, Electronic Money Issuers.

I. PENDAHULUAN
Dalam perekonomian suatu negara, stabilitas sistem keuangan dan stabilitas moneter
memiliki peranan yang sangat penting. Untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan dan
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mendukung pelaksanaan kebijakan moneter, dibutuhkan peranan sistem pembayaran dalam
kegiatan perekonomian. Peranan utama sistem pembayaran yaitu menjamin terlaksananya
berbagai transaksi pembayaran dari kegiatan ekonomi dan kegiatan lainnya yang dilakukan, baik
oleh masyarakat maupun dunia usaha.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
menjadi Undang-Undang (UU BI) telah menetapkan tugas Bank Indonesia di bidang sistem
pembayaran adalah mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.1 Tugas tersebut
dilengkapi dengan pemberian wewenang kepada Bank Indonesia yaitu kewenangan
melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan sistem pembayaran,
mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang
kegiatannya, dan menetapkan penggunaan alat pembayaran.2
Salah satu peraturan perundang-undangan di bidang sistem pembayaran yang telah
diundangkan oleh Bank Indonesia untuk memenuhi kebutuhan alat pembayaran di era digital
yaitu ketentuan mengenai uang elektronik yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor
20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik (PBI Uang Elektronik) yang diundangkan pada
tanggal 4 Mei 2018. Pengaturan uang elektronik saat ini telah mencakup seluruh komponen
sistem pembayaran, yaitu instrumen, lembaga, mekanisme dan infrastruktur uang elektronik
dengan mengedepankan pemenuhan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen. Namun
demikian dalam perjalanannya, untuk memastikan penyelenggaraan uang elektronik yang lancar,
aman, efisien, dan andal, diperlukan pengaturan dan mekanisme pengawasan yang lebih
terstruktur, terintegrasi, dan menyeluruh melalui penguatan aspek kelembagaan, standar
keamanan, pemrosesan secara domenstik, dan perlindungan konsumen atas uang elektronik
termasuk kehati-hatian dalam pengelolaan dana float.
Salah satu materi pengaturan terkait uang elektronik yang subtansial diatur dalam PBI
Uang Elektronik yaitu ketentuan mengenai dana float uang elektronik. Dalam PBI Uang
Elektronik, dana float didefinisikan sebagai “seluruh nilai uang elektronik yang berada pada
penerbit atas hasil penerbitan uang elektronik dan/atau Pengisian Ulang (Top Up) yang masih
merupakan kewajiban penerbit kepada Pengguna dan Penyedia Barang dan/atau Jasa”.3 Aspek
pengaturan dana float mencakup aspek pencatatan dana float dari sisi penerbit,4 aspek
penempatan dana float oleh penerbit,5 aspek penggunaan dana float oleh penerbit, dan
larangannya,6 kewajiban bagi penerbit dalam kaitan dengan penggunaan dana float,7 dan
kewajiban meningkatkan modal disetor sesuai dengan posisi dana float yang dikelola, khusus bagi
penerbit uang elektronik berupa lembaga selain bank.8
Peraturan perundang-undangan Bank Indonesia yang mengatur segala aspek terkait
dengan dana float pada dasarnya dilakukan dalam kerangka melaksanakan tugas mengatur dan
1 Indonesia, Undang-Undang tentang Bank Indonesia, UU No.23 Tahun 1999, LN No.66 Tahun 1999,
TLN No.3843, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2009, LN No.7 Tahun
2009, TLN No.4962, Pasal 8 huruf b.
2 Ibid., Pasal 15 ayat (1).
3 Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, LN No.70
Tahun 2018, TLN No.6203, Pasal 1 angka 17.
4 Ibid., Pasal 48 ayat (1).
5 Ibid., Pasal 48 ayat (2).
6 Ibid., Pasal 49 ayat (1).
7 Ibid., Pasal 49 ayat (2).
8 Ibid., Pasal 9 ayat (2) jo. Pasal 50.
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menjaga kelancaran sistem pembayaran, khususnya dalam kerangka memberikan perlindungan
dan jaminan keamanan serta kelancaran penggunaan uang elektronik sebagai alat atau instrumen
pembayaran oleh masyarakat dalam kegiatan transaksi sehari-hari. Dana float harus dijamin
keamanannya baik dari sisi risiko likuiditas, risiko kredit, risiko hukum, maupun risiko
operasional.Pengaturan yang ketat dan komprehensif mengenai dana float dilandasi
pertimbangan bahwa agar penerbit senantiasa melakukan pengelolaan dana float secara aman dan
govern sehingga dapat meminimalisir risiko likuiditas mengingat pada dasarnya penerbit uang
elektronik ter-ekspose oleh risiko likuiditas dan risiko insolvency.
Namun demikian, dengan ketentuan yang telah ada saat ini, tidak terdapat pengaturan
dalam PBI Uang Elektronik dalam hal penerbit uang elektronik insolven. Oleh karena itu, jika
penerbit uang elektronik dipailitkan dan dana float tersebut masuk ke dalam boedel pailit maka
kewajiban penerbit uang elektronik akan bercampur dengan dana float, sehingga tidak terdapat
kepastian bagi pemegang uang elektronik atas kepemilikan dana yang disimpan.
Banyak regulator di dunia menggunakan berbagai pendekatan untuk memastikan
pengguna uang elektronik secara efektif diberikan perlindungan dari risiko hilangnya dana, baik
dalam kondisi adanya insolvency terhadap diri penerbit maupun pihak terkait lainnya (risiko
insolvency), maupun kemampuan pengguna uang elektronik untuk dapat mengakses dananya
kapanpun bila diperlukan (risiko likuiditas).9 Risiko insolvency timbul dari adanya kemungkinan
penerbit uang elektronik sebagai suatu legal entity yang dihadapkan pada risiko kebangkrutan,
baik melalui mekanisme likuidasi maupun mekanisme kepailitan. Untuk itu, regulator harus
memastikan bahwa ketentuan yang diterbitkan dapat memberikan perlindungan melalui
ketentuan yang membatasi dana yang ada pada uang elektronik secara efektif tidak dapat ditarik
sebagai boedel likuidasi atau boedel pailit, dan tidak dapat diambil alih oleh kreditor lain dalam
kondisi terjadinya insolvency.10
Pengaturan tentang dana float dalam PBI Uang Elektronik berlaku bagi setiap penerbit
uang elektronik baik penerbit berupa bank maupun lembaga selain bank, yaitu badan usaha
bukan bank berbadan hukum Indonesia berupa Perseroan Terbatas. Sesuai data Bank Indonesia
pada tanggal 1 Februari 2020, tercatat 42 (empat puluh dua) penerbit uang elektronik yang telah
terdaftar dengan rincian 12 penerbit berupa bank sedangkan 30 (tiga puluh) penerbit lainnya
berupa lembaga selain bank dengan bidang usaha yang sangat beragam, antara lain perusahaan
telekomunikasi seperti PT Indosat Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Telekomunikasi
Seluler Tbk, PT XL Axiata Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk, dan perusahaan teknologi
informasi seperti PT Artajasa Pembayaran Elektronis.11
Perbedaan yang signifikan mengenai pemberlakuan risiko insolvency bagi penerbit uang
elektronik berupa bank dan penerbit uang elektronik berupa lembaga selain bank, yaitu sebagai
berikut:
1. Bagi penerbit uang elektronik berupa bank, risiko insolvency terjadi pada saat Lembaga
Penjamin Simpanan memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap bank yang
dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai bank yang tidak dapat disehatkan. Otoritas
Jasa Keuangan kemudian melakukan pencabutan izin usaha atas bank tersebut untuk
kemudian diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk dilakukan penyelesaian
lebih lanjut yaitu pembubaran badan hukum melalui proses likuidasi bank dengan cara

9 Rosa M. Oliveros and Lucia Pacheco, “Digital Economy: “Protection of Customers Funds in Electronic
Money: a Myriad of Regulatory Approaches”, Financial Inclusion Watch, 28 Oktober 2016, hlm. 1.
10 Ibid.
11
Bank Indonesia, “Statistik Sistem Pembayaran” https://www.bi.go.id/id/statistik/sistempembayaran/uang-elektronik/contents/penyelenggara%20uang%20elektronik.aspx, diakses 1 Februari 2020.
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pencairan aset dan/atau penagihan piutang kepada debitur atau pengalihan seluruh aset dan
kewajiban bank. Risikonya dana float dapat ditarik sebagai boedel likuidasi.
Pengaturan terkait proses likuidasi bank yang dilakukan oleh Tim Likuidasi Bank Dalam
Likuidasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin
Simpanan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan menjadi Undang-Undang (UU LPS), dan
Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Lembaga Penjamin
Simpanan Nomor 1/PLSP/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Lembaga
Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2011 tentang Likuidasi Bank.
2. Bagi penerbit uang elektronik berupa lembaga selain bank, risiko insolvency terjadi pada saat
lembaga selain bank diputuskan dalam keadaan pailit dengan putusan pengadilan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) yang
menimbulkan konsekuensi hukum bahwa seluruh harta kekayaan lembaga selain bank baik
yang ada pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta yang diperoleh selama kepailitan
berlangsung berada pada status sita umum, dan apabila tidak terdapat rencana perdamaian,
rencana perdamaian tidak disepakati, atau pengesahan perdamaian ditolak maka demi hukum
harta pailit berada dalam keadaan insolvency, dan selanjutnya kurator melakukan pemberesan
atas harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.
Dalam proses likuidasi bank dan kepailitan lembaga selain bank, terdapat 2 (dua) hal
yang menjadi fokus perhatian Tim Likuidasi dan Kurator yaitu penyelesaian seluruh aset dan
harta kekayaan, untuk kemudian melakukan tindakan pemberesan lebih lanjut yaitu antara lain
pembayaran kewajiban kepada kreditur.
Terkait dengan risiko insolvency, PBI Uang Elektronik tidak mengatur perlakuan terhadap
status dana float dalam hal penerbit uang elektronik mengalami risiko insolvency. Ketiadaan
pengaturan dalam PBI Uang Elektronik terkait hal tersebut seolah-olah menjadi logis ketika
kegiatan sebagai penerbit uang elektronik bukanlah merupakan aktivitas bisnis utama dari
penerbit uang elektronik. Contohnya PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) sebagai salah satu
lembaga selain bank yang memperoleh izin sebagai penerbit uang elektronik, yaitu Badan Usaha
Milik Negara yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi dan
jaringan telekomunikasi di Indonesia. Uang elektronik yang diterbitkan PT Telekomunikasi
Indonesia (Persero) yaitu Flexi Cash merupakan salah satu bentuk usaha dari keseluruhan
portofolio usaha yang dimiliki oleh PT Telekomunikasi Indonesia (Persero).
Mengingat sebagian besar penerbit uang elektronik adalah lembaga selain bank
berbentuk Perseroan Terbatas yang secara legal entity merupakan subjek yang terikat oleh
berlakunya rezim kepailitan sebagaimana dimaksud UU Kepailitan dan PKPU maka menjadi
relevan untuk mengkaji status dana float dalam proses kepailitan yang terjadi pada penerbit uang
elektronik dimaksud. Namun demikian, kajian serupa juga diperlukan untuk mengetahui
relevansi status dana float dihubungkan dengan rezim likuidasi yang berlaku bagi perbankan.
Selain itu, dengan meningkatnya penggunaan uang elektronik di tengah masyarakat
sebagai alat pembayaran perlu adanya kejelasan hukum dalam mengantisipasi permasalahan
status dana float dalam hal terjadi risiko insolvency. Hal ini terutama perlu dilakukan sebagai
bentuk perlindungan otoritas kepada masyarakat yang menggunakan uang elektronik sebagai
alat pembayaran. Pada sisi yang lain, hal ini juga menunjukkan sejauh mana efektivitas
berlakunya pengaturan dana float sebagaimana diatur dalam PBI Uang Elektronik, dalam
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environment proses likuidasi dan kepailitan yang terjadi sebagaimana diatur dalam UU LPS dan
UU Kepailitan dan PKPU.
Berdasarkan uraian di atas, maka artikel ini akan memfokuskan pembahasan pada
konsepsi pengaturan dan kedudukan dana float berdasarkan PBI Uang Elektronik, pengaturan
tentang penyelesaian aset dan kewajiban dalam proses likuidasi bank ditinjau dari perspektif UU
LPS dan kepailitan perseroan terbatas ditinjau dari perspektif UU Kepailitan dan PKPU dan
benchmarking pengaturan dana float sesuai standar internasional?
II. PEMBAHASAN
1. Konsepsi Pengaturan dan Kedudukan Dana Float Berdasarkan Peraturan Bank
Indonesia tentang Uang Elektronik
Dalam PBI Uang Elektronik, definisi Uang Elektronik adalah instrumen pembayaran
yang memenuhi unsur sebagai berikut:
a. diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;
b. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip; dan
c. nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana
dimaksud dalam UU Perbankan.12
Mengingat uang elektronik diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu
kepada penerbit uang elektronik maka nilai uang elektronik pada dasarnya adalah nilai uang yang
disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip yang dapat dipindahkan untuk
kepentingan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana,13 yang secara keseluruhan nilai uang
elektronik dimaksud disebut sebagai Dana Float, yaitu seluruh Nilai uang elektronik yang berada
pada Penerbit atas hasil penerbitan uang elektronik dan/atau pengisian ulang (top up) yang
masih merupakan kewajiban Penerbit kepada pengguna dan penyedia barang atau jasa.14
Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik unsur-unsur dari Dana Float sebagai berikut:
a. seluruh nilai uang elektronik yang berada pada penguasaan penerbit uang elektronik yang
merupakan konsekuensi dari hasil penerbitan uang elektronik dan/atau pengisian ulang (top
up) yang dilakukan oleh pengguna uang elektronik;
b. seluruh nilai uang elektronik yang merupakan kewajiban penerbit uang elektronik kepada
pengguna uang elektronik dan penyedia barang atau jasa; dan
c. nilai uang elektronik dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi pembayaran dan/atau
transfer dana.
Dalam PBI Uang Elektronik juga diatur berbagai aspek pengaturan tentang Dana Float
meliputi:
a. Aspek Pencatatan Dana Float15
Dana Float wajib dicatatkan oleh penerbit uang elektronik pada pos kewajiban segera atau
rupa-rupa pasiva yang terpisah dari pencatatan kewajiban lain yang dimiliki oleh Penerbit.
b. Aspek Penempatan Dana Float16
Dana float wajib ditempatkan oleh penerbit uang elektronik pada rekening yang terpisah dari
rekening operasional penerbit, dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Bagi Penerbit berupa bank yang termasuk dalam kategori bank umum berdasarkan
kegiatan usaha (BUKU) 4, wajib menempatkan Dana Float pada:
a) kas, paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari Dana Float; dan
12 Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, LN No.70
Tahun 2018, TLN No.6203, Pasal 1 angka 3.
13 Ibid., Pasal 1 angka 4.
14 Ibid., Pasal 1 angka 17.
15 Ibid., Pasal 48 ayat (1) jo. Pasal 49 ayat (2) huruf d.
16 Ibid., Pasal 48 ayat (1) jo. Pasal 49 ayat (2) huruf e.
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b) surat berharga atau instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank
Indonesia, atau pada rekening di Bank Indonesia, paling banyak 70% (tujuh puluh
persen) dari Dana Float.
2) Bagi Penerbit uang elektronik berupa bank yang tidak termasuk dalam kategori bank
umum berdasarkan kegiatan usaha (BUKU) 4 dan penerbit berupa lembaga selain bank,
wajib menempatkan Dana Float pada:
a) giro di Bank yang termasuk dalam kategori Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha
(BUKU) 4, paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari Dana Float; dan
b) surat berharga atau instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank
Indonesia, atau pada rekening di Bank Indonesia, paling banyak 70% (tujuh puluh
persen) dari Dana Float.
c. Aspek Penggunaan Dana Float17
Dana Float hanya dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban penerbit uang elektronik
kepada pengguna dan penyedia barang dan/atau jasa, dan dilarang digunakan untuk
kepentingan lain.
Dalam rangka memastikan penggunaan Dana Float hanya digunakan untuk memenuhi
kewajiban penerbit uang elektronik kepada pengguna dan penyedia barang dan/atau jasa dan
tidak digunakan untuk kepentingan lain, kepada penerbit uang elektronik diwajibkan untuk:
1) memiliki sistem dan mekanisme pencatatan Dana Float;
2) memiliki sistem dan mekanisme monitoring ketersediaan Dana Float; dan
3) memastikan pemenuhan kewajiban secara tepat waktu.
d. Aspek Pengaturan Modal Disetor Dikaitkan dengan Peningkatan Dana Float yang Dikelola
oleh Lembaga Selain Bank18
Khusus bagi penerbit berupa lembaga selain bank yang telah memperoleh izin sebagai
penerbit wajib tetap memelihara pemenuhan modal disetor minimum Rp3.000.000.000,00
(tiga miliar rupiah) dan wajib tetap menyesuaikan pemenuhan modal disetor berdasarkan
posisi Dana Float dengan ketentuan sebagai berikut:
1) apabila rata-rata nilai Dana Float yang dikelola telah mencapai lebih dari
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah) maka penerbit wajib meningkatkan modal disetor menjadi paling sedikit
Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah);
2) apabila rata-rata nilai Dana Float yang dikelola telah mencapai lebih dari
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp9.000.000.000,00 (sembilan
miliar rupiah) maka penerbit wajib meningkatkan modal disetor menjadi paling sedikit
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan
3) apabila rata-rata nilai Dana Float yang dikelola telah mencapai lebih dari
Rp9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah) maka penerbit wajib meningkatkan modal
disetor menjadi paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditambah 3%
(tiga persen) dari nilai Dana Float.
Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan terkait konsepsi pengaturan
dan kedudukan Dana Float berdasarkan PBI Uang Elektronik sebagai berikut:
a. Bahwa Dana Float yang berasal dari setoran pengguna uang elektronik, baik dari pembelian
pertama kali maupun pengisian ulang atau top up, yang penguasaannya berada pada penerbit
uang elektronik, merupakan suatu kewajiban penerbit uang elektronik kepada pengguna uang
elektronik dan penyedia barang atau jasa yang dapat dipindahkan untuk kepentingan transaksi
pembayaran dan/atau transfer dana pengguna uang elektronik.
17
18

Ibid., Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c.
Ibid., Pasal 9 jo. Pasal 50.
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b. Dalam rangka memastikan selalu terpenuhinya kewajiban penerbit uang elektronik kepada
pengguna uang elektronik atau penyedia barang dan/atau jasa dalam kaitannya dengan
pengelolaan Dana Float, Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan terkait dengan Dana
Float, baik meliputi aspek pencatatan, penempatan, penggunaan, dan larangan terkait dengan
pengelolaan Dana Float.
c. Berdasarkan pengaturan tentang aspek pencatatan, penempatan, penggunaan, dan larangan
terkait dengan pengelolaan Dana Float, dapat diketahui bahwa:
1) Bank Indonesia menghendaki adanya pemisahan antara Dana Float sebagai satu bentuk
kewajiban penerbit uang elektronik yang dikhususkan pemenuhannya kepada pengguna
uang elektronik dan penyedia barang dan/atau jasa dengan kewajiban lainnya yang dimiliki
penerbit uang elektronik. Dengan demikian, dalam konteks penyelenggaraan sistem
pembayaran, penerbit uang elektronik sebagai legal entity wajib menempatkan pemenuhan
kewajiban Dana Float sebagaimana telah diatur oleh Bank Indonesia sebagai bentuk
kewajiban yang utama dan memiliki prioritas tinggi dalam pemenuhannya.
2) Bank Indonesia menghendaki adanya pemisahan antara penempatan Dana Float dalam
suatu rekening tersendiri, terpisah dari rekening operasional lainnya. Dengan kata lain,
penerbit uang elektronik sebagai satu legal entity wajib memiliki rekening penempatan yang
terpisah yang disesuaikan dengan sumber dana yang digunakan untuk melakukan
penempatan.
3) Bahwa adanya pemisahan terkait pencatatan sisi kewajiban maupun pemisahan rekening
dalam rangka penempatan Dana Float dimaksudkan untuk menjamin tujuan dari
penggunaan Dana Float yaitu hanya dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban penerbit
uang elektronik kepada pengguna uang elektronik dan kepada penyedia barang dan/atau
jasa. Bank Indonesia melarang penggunaan Dana Float untuk kepentingan lain diluar yang
telah ditetapkan.
4) Bahwa penetapan ketentuan terkait Dana Float sebagaimana tersebut di atas pada dasarnya
dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran dalam rangka
melaksanakan tugas dan kewenangannya agar penyelenggaraan jasa sistem pembayaran
dapat sesuai dengan tujuan pengaturan di bidang sistem pembayaran, yaitu sistem
pembayaran yang lancar, aman, efisien dan andal serta memenuhi persyaratan keamanan
bagi pengguna uang elektronik.19 Selain itu Bank Indonesia telah memberikan
perlindungan kepada pengguna uang elektronik dan penyedia barang dan/atau jasa
mengenai kepastian hukum terpenuhinya “hak-hak” pengguna uang elektronik dan
penyedia barang dan/atau jasa, yang sumber dananya berasal dari Dana Float.
2. Pengaturan tentang Penyelesaian Aset dan Kewajiban dalam Proses Likuidasi Bank
dan Kepailitan Perseroan Terbatas Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang
Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan
Kewajiban Pembayaran Utang
a. Undang-Undang Lembaga Penjaminan Simpanan dan Peraturan Lembaga
Penjaminan Simpanan tentang Likuidasi Bank
1) Risiko insolvency bagi penerbit uang elektronik berupa bank terjadi pada saat Lembaga
Penjamin Simpanan memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap bank
yang dinyatakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai bank yang tidak dapat disehatkan,
dan kemudian Otoritas Jasa Keuangan melakukan pencabutan izin usaha atas bank
Indonesia, Undang-Undang tentang Bank Indonesia, UU No.23 Tahun 1999, LN No.66 Tahun 1999,
TLN No.3843, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2009, LN No.7 Tahun
2009, TLN No.4962, penjelasan Pasal 15 ayat (2).
19
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2)
3)

4)

5)

6)

7)

tersebut untuk kemudian diserahkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk
dilakukan penyelesaian lebih lanjut yaitu pembubaran badan hukum melalui proses
likuidasi bank.
Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban bank yang
dilakukan oleh tim likuidasi sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan
hukum bank.20
Likuidasi bank dilakukan dengan cara:21
a) pencairan aset dan/atau penagihan piutang kepada para debitur diikuti dengan
pembayaran kewajiban bank kepada pada kreditur dari hasil pencairan dan/atau
penagihan tersebut; atau
b) pengalihan aset dan kewajiban bank kepada pihak lain berdasarkan persetujuan
Lembaga Penjamin Simpanan.
Pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan/atau penagihan
tersebut dilakukan dengan urutan sebagai berikut:22
a) penggantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang;
b) penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai;
c) biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, dan biaya biaya operasional
kantor;
d) biaya penyelamatan yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan/atau
pembayaran atas klaim penjaminan yang harus dibayarkan oleh Lembaga Penjamin
Simpanan;
e) pajak yang terutang;
f) bagian Simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan
Simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin; dan
g) hak dari kreditur lainnya.
Berdasarkan pengaturan terkait likudasi bank maka telah diatur secara rigid konsekuensi
hukum yang berlaku atas harta kekayaan milik Bank Dalam Likuidasi (BDL) setelah
pencabutan izin usaha diputuskan. Dalam hal BDL sebagai penerbit uang elektronik maka
terdapat risiko bahwa Dana Float dapat ditarik sebagai boedel likuidasi yang pengurusan dan
pemberesannya lebih lanjut harus mengikuti ketentuan dan tata cara yang telah diatur
dalam peraturan perundang-undangan terkait likuidasi bank.
Dalam proses likuidasi BDL sebagai penerbit uang elektronik, Tim Likuidasi (TL) dalam
pelaksanaan tugas dan wewenangnya akan mencairkan seluruh aset dan/atau piutang
BDL. Dengan kondisi pengaturan Dana Float dalam PBI uang elektronik saat ini yang
hanya mengatur tentang rambu-rambu dan batasan-batasan terkait dengan aspek
pencatatan, penempatan, penggunaan, dan Dana Float, pada dasarnya tidak
menghilangkan posisi dan kedudukan TL BDL untuk dapat memasukkan Dana Float dan
penempatan-penempatan yang dilakukan BDL dengan menggunakan sumber dana dari
Dana Float tersebut, sebagai bagian dari boedel likuidasi yang harus diselesaikan dan
dibereskan oleh TL BDL.
Dalam hal Dana Float dan penempatan-penempatan yang dilakukan BDL dengan
menggunakan sumber dana dari Dana Float tersebut dianggap sebagai bagian dari boedel
likuidasi maka perlindungan dan jaminan terhadap pengguna uang elektronik untuk tetap

20 Lembaga Penjamin Simpanan, Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan No.1/PLPS/2011 tentang
Likuidasi Bank, Pasal 1 angka 3.
21 Indonesia, Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan, UU No.24 Tahun 2004, LN No.96
Tahun 2004, TLN No.4420, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.7 Tahun 2009, LN
No.8 Tahun 2009, TLN No.4962, Pasal 53.
22 Ibid., Pasal 54.
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dapat memperoleh nilai uang elektronik yang merupakan hak-nya menjadi “tidak ada”
karena penyelesaian kewajiban BDL harus mengikuti tata urutan yang telah diatur dalam
ketentuan likuidasi bank sebagaimana dimaksud pada angka 4) di atas. Merujuk pada tata
urutan penyelesaian kewajiban BDL di atas, pengguna uang elektronik pada dasarnya
dapat disetarakan sebagai “kreditur lainnya” yang ditempatkan pada urutan pembayaran
terakhir.
b. UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
1) Risiko insolvency bagi penerbit uang elektronik berupa lembaga selain bank terjadi pada saat
lembaga selain bank diputuskan dalam keadaan pailit yang menimbulkan konsekuensi
hukum bahwa seluruh harta kekayaan lembaga selain bank baik yang ada pada saat putusan
pernyataan pailit diucapkan serta yang akan diperoleh selama kepailitan berlangsung
berada pada status sita umum, dan apabila tidak terdapat rencana perdamaian, rencana
perdamaian tidak disepakati, atau pengesahan perdamaian ditolak, sehingga demi hukum
harta pailit berada dalam keadaan insolvensi, dan untuk selanjutnya kurator melakukan
tindak pemberesan atas harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.
2) Adapun pernyataan pailit dijatuhkan melalui putusan pengadilan kepada debitor yang
mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang
telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Kepailitan dapat dimohonkan sendiri oleh debitor,
atau dimohonkan oleh satu atau lebih kreditornya.
3) Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit
diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.23 Ketentuan ini tidak tidak
berlaku terhadap:24
a) benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor sehubungan dengan
pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan,
tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitor dan keluarganya,
dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitor dan keluarganya, yang
terdapat di tempat itu;
b) segala sesuatu yang diperoleh Debitor dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari
suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh
yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau
c) uang yang diberikan kepada Debitor untuk memenuhi suatu kewajiban memberi
nafkah menurut undang-undang.
Dalam hal terdapat kebendaan milik pihak ketiga dalam kekayaan debitur, maka pihak
ketiga dimaksud dapat melakukan gugatan pihak ketiga agar benda milik pihak ketiga
dalam kekayaan debitur dapat diakui.25
4) Terdapat berbagai konsekuensi hukum dari adanya putusan pernyataan pailit terhadap
status, kedudukan dan pengaturan boedel pailit26, serta tahapan pasca pernyataan pailit
diputuskan, mulai dari pencatatan harta pailit hingga pengumuman berakhirnya kepailitan
yang secara rigid diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU. Sehingga dalam hal ini dapat
disimpulkan bahwa Dana Float yang dikelola oleh PT Dalam Pailit yang juga menyandang
status sebagai penerbit uang elektronik memiliki risiko dapat ditarik sebagai boedel pailit,

23 Indonesia, Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, UU
No.37 Tahun 2004, LN No.131 Tahun 2004, TLN No.4443, Pasal 21.
24 Ibid., Pasal 22.
25 Ibid., Penjelasan Pasal 3
26 Ibid., Pasal 25, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31, dan Pasal 43.
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yang pengurusan dan pemberesannya lebih lanjut harus mengikuti ketentuan dan tata cara
yang telah diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU.
5) Dengan kondisi pengaturan Dana Float dalam PBI uang elektronik saat ini yang hanya
mengatur tentang ketentuan mengenai aspek pencatatan, penempatan, penggunaan, dan
larangan terkait Dana Float, pada dasarnya tidak menghilangkan posisi dan kedudukan
kurator untuk dapat memasukkan Dana Float dan penempatan-penempatan yang
dilakukan perseroan terbatas dalam pailit dengan menggunakan sumber dana dari Dana
Float tersebut, sebagai bagian dari boedel pailit yang harus diselesaikan dan dibereskan oleh
kurator.
6) Dalam hal Dana Float dan penempatan-penempatan yang dilakukan BDL dengan
menggunakan sumber dana dari Dana Float tersebut dianggap sebagai bagian dari boedel
pailit maka perlindungan dan jaminan terhadap pengguna uang elektronik untuk tetap
dapat memperoleh nilai uang elektronik yang merupakan hak-nya menjadi “tidak ada”.
3. Benchmarking Pengaturan Dana Float Sesuai Standar Internasional
Pada dasarnya pengaturan dalam PBI Uang Elektronik terkait dana float sejalan dengan
standar internasional yang diterapkan oleh berbagai regulator sistem pembayaran di berbagai
negara, dimana pengaturan dana float ditujukan dalam rangka memberikan perlindungan bagi
pengguna uang elektronik dari segala potensi risiko yang mungkin dihadapi dalam
penyelenggaraan uang elektronik, terutama risiko insolvency dan risiko likuiditas penerbit uang
elektronik.
Banyak regulator menggunakan berbagai pendekatan dalam memastikan pengguna uang
elektronik diberikan perlindungan dari risiko kehilangan dananya, terutama dalam kondisi
adanya insolvency penerbit uang elektronik. Pendekatan yang digunakan berbagai regulator pada
dasarnya mencakup 2 (dua) model pendekatan sekaligus yaitu: “fund safeguarding approaches” dan
“fund isolation approaches (to isolate and ring-fence customer funds from the issuer assets)”.27
a. Fund Safeguarding Approaches
Fund safeguarding approaches pada dasarnya ditujukan sebagai bentuk mitigasi dari risiko
likuiditas yang dihadapi penerbit uang elektronik. Melalui pendekatan ini, regulator
menetapkan:
1) persyaratan yang mewajibkan penerbit uang elektronik untuk memelihara dan
menempatkan sejumlah uang yang setara dengan nilai uang elektronik yang diterbitkan;
2) persyaratan penempatan dana float pada aset-aset yang aman dan memiliki likuiditas tinggi;
3) batasan penggunaan dana float hanya untuk tujuan tertentu; dan
4) larangan penggunaan Dana Float untuk tujuan operasional Penerbit uang elektronik.
Fund safeguarding approaches hanya dapat memberikan perlindungan bagi Pengguna uang
elektronik dalam memperoleh kepastian atas ketersediaan dana yang tersimpan pada uang
elektronik yang dimilikinya namun tidak memberikan perlindungan yang cukup bagi
pengguna uang elektronik dalam hal penerbit uang elektronik mengalami risiko insolvency.
Tanpa adanya pendekatan tambahan yang memproteksi dana float maka pengguna uang
elektronik tidak memiliki klaim yang kuat dan aman terhadap aset penerbit uang elektronik
yang dinyatakan insolven.
b. Fund Isolation Approaches (To Isolate And Ring-Fence Customer Funds From The Issuer Assets)
Beberapa negara menggunakan pendekatan Fund isolation approaches (to isolate and ring-fence
customer funds from the issuer assets) untuk mengatasi persoalan dalam hal penerbit uang
elektronik mengalami risiko insolvency. Pendekatan fund isolation approaches (to isolate and ring-fence
Michael Tarazi and Paul Breloff, “Nonbank E-Money Issuers: Regulatory Approaches to Protecting Customer
Funds”, Focus Note CGAF, No.63, July 2010.
27
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customer funds from the issuer assets) yaitu pendekatan untuk mengisolasi (to isolate) dengan
memberikan batasan-batasan yang bersifat memagari (ring-fenced) dana float untuk tidak
dimasukkan sebagai aset milik penerbit uang elektronik sehingga pada saat penerbit uang
elektronik mengalami insolvency maka dana float tidak bisa diambil alih oleh pihak yang menjadi
kreditur eksternal dari penerbit uang elektronik.
Contoh penggunaan fund isolation approaches di beberapa negara sebagai berikut:28
a. Brazil telah menetapkan bahwa dana float adalah terpisah dan tidak boleh dicampuradukkan
dengan aset penerbit uang elektronik. Dana float tidak boleh digunakan untuk membayar
pinjaman atau dibayarkan untuk memenuhi kewajiban lain dari penerbit uang elektronik
bahkan apabila penerbit uang elektronik berada dalam kondisi insolven.
b. Afghanistan telah menetapkan penempatan dana float dalam trust account yang ada pada bank,
dimana penerbit uang elektronik bertindak sebagai trustee-nya.
c. European Union telah menetapkan bahwa dana float tidak boleh dicampuradukkan kapanpun
dengan dana milik orang perseorangan ataupun badan hukum. Dana float harus terisolasi
untuk untung pengguna uang elektronik dan dalam hal terjadi insolvency dana float bukan
merupakan dana yang bisa diklaim oleh kreditur maupun penerbit uang elektronik.
Penggunaan fund isolation approaches (to isolate and ring-fence customer funds from the issuer assets)
tersebut dalam penerapannya sangat digantungkan pada sistem hukum masing-masing negara,
apakah common law ataukah civil law.
Pada negara yang menganut sistem hukum common law, penerapan fund isolation approaches
(to isolate and ring-fence customer funds from the issuer assets) dapat menggunakan konsep hukum Trust.29
Dalam konteks dana float, pihak yang menjalankan fungsi sebagai trustee dapat saja penerbit uang
elektronik itu sendiri atau orang perseorangan atau badan hukum yang nantinya akan
bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan dana float. Dalam skema ini, trustee menyimpan
dana float untuk dan atas nama Pengguna uang elektronik, dan kepemilikan atas dana masih tetap
menjadi milik pengguna uang elektronik. Ide dasar dari penggunaan konsep trust yaitu dana float
yang disimpan oleh trustee tidak lagi dinyatakan sebagai aset penerbit uang elektronik dan dana
Float merupakan aset yang terpisah dari aset penerbit uang elektronik. Penggunaan konsep trust
sebagai bagian dari pengaturan dana float telah digunakan di beberapa negara seperti Amerika
Serikat, Kenya, dan Afghanistan.30
Sementara itu pada negara yang menganut sistem hukum civil law, penerapan fund isolation
approaches (to isolate and ring-fence customer funds from the issuer assets) dapat menggunakan konsep
kontrak fiduciary. Skema yang digunakan pada dasarnya hampir sama dengan skema pada trust,
yaitu penerbit uang elektronik menyerahkan sejumlah properti kepada pihak lainnya yang
berfungsi sebagai fiduciary dan selanjutnya sepakat untuk menggunakan properti tersebut untuk
tujuan spesifik. Melalui skema ini, fiduciary sepakat untuk mentransfer kembali aset (dalam hal
ini dana float) kepada Beneficiary (dalam hal ini pengguna uang elektronik) pada saat insolvency.
Seperti juga dalam konsep trust, penerbit uang elektronik dapat bertindak juga sebagai fiduciary
atau pihak ketiga yang ditunjuk sebagai fiduciary institution. Penggunaan konsep fiduciary sebagai
bagian dari pengaturan dana float telah digunakan oleh negara Amerika Latin yaitu dikenal
dengan sebutan Fideicomiso dan diterapkan di Paraguay, Peru, dan Uruguay.31
28 Rosa

M. Oliveros and Lucia Pacheco, “Digital Economy: “Protection of Customers Funds in Electronic
Money: a Myriad of Regulatory Approaches”, Financial Inclusion Watch, 28 Oktober 2016, hlm. 2.
29 Trust adalah instrumen hukum dimana satu pihak mentransfer sejumlah properti/kekayaan kepada
pihak lainnya (trustee) untuk dikelola untuk untung satu atau lebih benefeciary. Lihat Rosa M. Oliveros and Lucia
Pacheco, Ibid., hlm.2
30 Rosa M. Oliveros and Lucia Pacheco, op.cit., hlm.3
31 Ibid.
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Apabila pengaturan terkait dana float dalam PBI Uang Elektronik dibandingkan dengan
model-model pengaturan yang menggunakan model pendekatan fund safeguarding approaches dan
model pendekatan fund isolation approaches (to isolate and ring-fence customer funds from the issuer assets),
dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:
a. Pengaturan Dana Float dalam PBI Uang Elektronik saat ini yang mencakup aspek pencatatan,
penempatan, dan penggunaan Dana Float pada dasarnya telah memenuhi model pendekatan
fund safeguarding approaches, dimana Bank Indonesia menghendaki adanya pemisahan dari sisi
pencatatan dan penempatan dana Float bahkan mengatur batasan secara spesifik mengenai
penggunaan Dana Float dan larangannya. Pengaturan Dana Float dalam PBI Uang Elektronik
pada dasarnya baru dilakukan dengan tujuan memitigasi risiko likuiditas yang dapat dialami
oleh Penerbit Uang Elektronik, baik penerbit uang elektronik berupa bank maupun penerbit
berupa lembaga selain bank.
b. Pengaturan Dana Float dalam PBI Uang Elektronik saat ini belum memenuhi model
pendekatan fund isolation approaches (to isolate and ring-fence customer funds from the issuer assets)
karena tidak ada pengaturan dalam PBI Uang Elektronik yang secara tegas mengatur tentang
status Dana Float dalam hal terjadi kondisi insolven pada diri penerbit uang elektronik berupa
bank maupun penerbit berupa lembaga selain bank. Dalam kapasitas sebagai otoritas sistem
pembayaran yang melaksanakan tugas mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 UU BI, dan diberikan wewenang untuk mengatur setiap
aspek yang berkaitan dengan penetapan penggunaan alat pembayaran melalui pengaturan
dalam bentuk PBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU BI, Bank Indonesia memiliki
justifikasi dan legitimasi untuk menegaskan status Dana Float, yaitu Dana Float bukan sebagai
bagian dari aset kekayaan Penerbit uang elektronik sehingga Dana Float bukan merupakan
bagian dari boedel likuidasi ataupun boedel pailit dalam hal penerbit uang elektronik mengalami
risiko insolvency.
III. KESIMPULAN
Berdasarkan pengaturan tentang aspek pencatatan, penempatan, penggunaan, dan
larangan terkait penggunaan Dana Float dalam PBI Uang elektronik saat ini, dapat disimpulkan
bahwa Bank Indonesia telah memberikan perlindungan kepada pengguna uang elektronik
mengenai kepastian terpenuhinya “hak-hak” pengguna uang elektronik, yang sumber dananya
berasal dari Dana Float. Dalam konteks demikian, pengaturan tentang Dana Float dapat
dipandang sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia untuk mengatur tanggung
jawab Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran, termasuk tanggung jawab yang berkaitan dengan
manajemen risiko, persyaratan keamanan dalam penyelenggaraan jasa sistem pembayaran, dan
persyaratan keamanan alat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan penjelasan
UU BI.
Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang likuidasi bank dan
kepailitan di Indonesia, terdapat risiko bahwa Dana Float dapat ditarik sebagai boedel
likuidasi/boedel pailit yang pengurusan dan pemberesannya lebih lanjut harus mengikuti
ketentuan dan tata cara yang telah diatur dalam ketentuan likuidasi bank atau UU Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dengan kondisi pengaturan Dana Float dalam PBI
Uang Elektronik saat ini, Dana Float dan penempatan-penempatan lainnya yang dilakukan Bank
Dalam Likuidasi (BDL) atau PT Dalam Pailit yang juga memiliki izin sebagai penerbit uang
elektronik, dapat dianggap sebagai bagian dari boedel likuidasi/ boedel pailit sehingga
perlindungan dan jaminan terhadap Pengguna UE untuk tetap dapat memperoleh nilai uang
elektronik yang merupakan hak-nya menjadi “tidak ada” karena penyelesaian kewajiban BDL
atau PT Dalam Pailit kepada kreditur harus mengikuti tata urutan yang telah diatur dalam
ketentuan likuidasi bank dan UU Kepailitan dan PKPU.
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Terdapat berbagai pendekatan secara internasional yang digunakan dalam memastikan
pengguna uang elektronik secara efektif diberikan perlindungan dari risiko kehilangan dananya,
baik disebabkan risiko likuiditas maupun risiko insolvency yang dihadapi oleh penerbit uang
elektronik, yaitu model pendekatan fund safeguarding approaches dan fund isolation approaches (to isolate
and ring-fence customer funds from the issuer assets). Pengaturan dengan menggunakan pendekatan fund
safeguarding approaches pada dasarnya belum memberikan perlindungan yang cukup bagi pengguna
uang elektronik dalam hal Penerbit uang elektronik mengalami risiko insolvency. Untuk mengatasi
persoalan dimaksud, beberapa negara menggunakan fund isolation approaches (to isolate and ring-fence
customer funds from the issuer assets), yaitu model pengaturan dengan menggunakan pendekatan
untuk mengisolasi (to isolate) dengan cara memberikan batasan-batasan yang bersifat memagari
(ring-fenced) Dana Float untuk tidak dimasukkan sebagai aset milik Penerbit uang elektronik,
sehingga pada saat Penerbit uang elektronik mengalami insolvency maka Dana Float tidak bisa
diambil alih oleh pihak yang menjadi kreditur eksternal dari penerbit uang elektronik. Bahwa
pengaturan Dana Float dalam PBI uang elektronik saat ini pada dasarnya telah memenuhi model
pendekatan fund safeguarding approaches, namun demikian pengaturan tersebut belum memenuhi
model pendekatan fund isolation approaches (to isolate and ring-fence customer funds from the issuer assets)
karena tidak ada pengaturan dalam PBI Uang Elektronik yang secara tegas mengatur tentang
status Dana Float dalam hal terjadi kondisi insolvency pada diri penerbit uang elektronik baik
berupa bank maupun berupa lembaga selain bank.
Dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengguna uang elektronik dari risiko
insolvency yang dihadapi oleh penerbit uang elektronik, pengaturan Dana Float dalam PBI Uang
Elektronik ke depan perlu mempertimbangkan isu-isu terkait dengan risiko insolvency yang
mungkin dihadapi oleh penerbit uang elektronik. Untuk itu, pengaturan Dana Float dalam PBI
uang elektronik ke depan perlu memuat:
a. penegasan bahwa Dana Float bukan merupakan aset kekayaan penerbit uang elektronik,
melainkan merupakan aset kekayaan pengguna uang elektronik yang berada dalam
penguasaan penerbit uang elektronik, sehingga dalam hal penerbit uang elektronik mengalami
risiko insolvency maka Dana Float bukan merupakan bagian dari boedel likuidasi maupun boedel
pailit.
b. opsi pengaturan dengan menggunakan pendekatan fund isolation approach (to isolate and ring-fence
customer funds from the issuer assets) dengan menggunakan konsep hukum “penitipan”.
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